BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam
kehidupan bermasyarakrat, karena selain menjadi beban berat baik pisik maupun
psikis oleh korban, tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang
aIi kitamembaca dan
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dikemukannnya sebagai bertkut .,

“Rape is a crime which is notoriously hard to prosecute succesfully on even a
domestic level. Despite the frequency and familiarity of this crime, it is met
with a response that is neither as serious nor as energetic as should be
merited. Rather, the prevalence of rape in society has vcome to be seen as
something of an inevitability, to be condemned but never to be addressed in a
manner that sees an end in sight. Acceptance of rape has almost become
endemic; a social imitation perhaps, of the legal impotence with which the
crime is met” (Hannah Pearce, An Examination of the International
Understanding of Political Rape and the Significance of Labeling it Torture.
2003:1-2, Vol.14, No 4)

Terjemahan bebas :
Perkosaan adalah kejahatan yang sangat sulit untuk diadili dengan sukses

bahkan di tingkat domestik. Meskipun frekuensi dan keakraban kejahatan ini

tidak ada respon yang serius maupun penanganan seperti yang


http://advokatanda.blogspot.com/2011/12/perlindungan-korban-tindak-pidana.html

seharusnya. Sebaliknya, kelaziman perkosaan di masyarakat harus dilihat
sebagai sesuatu yang tak terelakkan, harus dihukum, tetapi tidak pernah
ditangani dengan cara melihat sebuah dampak di akhir. Penerimaan
perkosaan telah hampir menjadi endemik, imitasi sosial, dari impotensi
hukum dimana kejahatan itu terpenuhi.
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Penegak hukum vyaitu polisi, hakim, dan jaksa wajib memeriksa dan
menindaklanjuti suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan ketentuan di dalam
KUHAP. Selain mengatur mengenai tata cara proses beracara, KUHAP juga
mengatur tentang upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan
atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini (Pasal 1 ayat (12) KUHAP).

KUHAP memuat pengaturan tentang upaya hukum berupa upaya hukum biasa
dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat

banding dan pemeriksaan untuk kasasi (dalam hal ini lazim disebut kasasi biasa),



sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi
kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila para pihak merasa tidak puas terhadap
putusan yang diberikan oleh putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan, baik
itu merupakan putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan terakhir maupun
putusan pengadilan tinggi pada tingkatdeanding, upaya hukum yang dapat digunakan

adalah dengan mengajukafi permohonan kasasi (EdwifiyYohannes, dkk. 2013).

Peradilan Kasasig@

Menurut Pasal 253 ayat (%), KW}
mengajukan upaya hukum kasasi adalah:
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagai mana mestinya.
b. Apakah benar cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang.
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

KUHAP yang merupakan sumber hukum acara pidana umum, secara jelas
dalam Pasal 244, menyatakan bahwa, “Terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung,
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi

kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas”. Namun, kajian terhadap



putusan tersebut, tidak boleh hanya berhenti sampai disana, karena (M. Yahya
harahap, 2009: 54) menyatakan bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan
dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 257 K/Pid/1983
tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan
kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat

dimintakan pemeriksaan dalam peradilan

an bebas perkara perkosaan

yang dilakukan oleh texda kepada seseorang yang bukan

melatarbelakangi peén
judul “KAJIAN Y

ASI PENUNTUT UMUM
PERKOSAAN DENGAN
ALASAN ADANYA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
DAN CARA MENGADILI OLEH PENGADILAN NEGERI BARRU (Studi
Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004)”.



B. Perumusan Masalah
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penelitian
penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan
masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang dimuka. Adapun perumusan
masalah dalam penelitian hukum adalah:

1. Apakah pengajuan kasasiypenuntut umum terhadap putusan bebas

perkara perk@saan dengan alasan adanya, kesalahan penerapan hukum

pembuktiaf i engadilan Negeri Barru sesuali

dengan keten

2. Apakah am memeriksa dan
me dap putusan bebas
perkara pe&hns 253 KUHAP ?

1. Tujuan Obyektif W :
a. Untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap

putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan
penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan
Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap
putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 253
KUHAP.

2. Tujuan subyektif

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, mengembangkan serta

memperdalam pemahaman penulis di bidang Hukum Acara Pidana



khususnya mengenai pengajuan kasasi penuntut umum terhadap
putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan
penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan
Negeri Barru.

b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh agar dapat

memberikan manfaat bailg bagi penulis sendiri khususnya dan bagi

manfaat dari penelitian i

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang
dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah
di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada
khususnya.
b. Hasil dari penulisan hukum ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua
pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan permasalahan yang
serupa dengan yang dibahas dalam penulisan hukum ini sehingga dapat

memberikan jawaban permasalahan.



b. Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan membentuk pola pikir
ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan s proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, mi@Upun doktrin-doktrin huktim guna menjawab isu hukum
' iti ghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru

(Peter Mahmud

baik dan dapadipert‘fg-g‘gbng awa 3 iti harus terlebih dahulu

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan
metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini

penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal

(doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum

(librabry based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-

bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam penelitian hukum

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai



preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud
Marzuki, 2011: 3).

Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut
penulis sumber penelitian yang digunakan adalah yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, menurut penelitian

penulis, berkenaan dengan_gpenelitian yang dilakukan penulis terhadap

um terhadap putusan bebas

kajian yuridis pér

perkara perkesaan W Wﬁdany gsalahan penerapan hukum
[ ngadili ol%%gadila Negeri Barru perkara

gajuan kasasi penuntut Un

2.
UM iNya Sejalan dengan sifat ilmu hukum
itu sendiri. llmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif.
Artinya sebagai ilmu yang besifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari
tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah
hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu
terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan,
rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat Preskripstif
keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22).

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan
preskriptif mengenai kajian yuridis pengajuan kasasi penuntut umum

terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan



3.

penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri
Barru perkara Nomor: 2010 K/Pid/2004 yang berkaitan dengan hukum
acara pidana.
Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, terdapat
beberapa pendekatan penelitiap_hukum, yaitu pendekatan undang-undang

(statute approagh), pendekatan kasus (case ‘@pproach), pendekatan historis

pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah ratio decidendi

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai
kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 119).

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan

bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
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merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).
Dalam bukunya, Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki
mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya

data. Sehingga yang digunakam,adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah

bahan hukum psimer dan bahan hukum sekumder (Peter Mahmud Marzuki,

Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004..

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud
Marzuki, 2011: 141).
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Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum
yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu:
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Artikel; dan

4) Bahan dari mediagigternet, dan sumber lainnya yang memiliki

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis
dengan metode deduksi. Dalam hal ini metode deduksi berpangkal dari
pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua
premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter
Mahmud Marzuki, 2011:47). Sehingga dalam hal ini yang merupakan
premis mayor adalah aturan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2010/K/Pid/2004) dari kedua hal tersebut
kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas

rumusan masalah, apakah pengajuan kasasi penuntut umum terhadap
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putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan adanya kesalahan penerapan
hukum pembuktian dan cara mengadili oleh Pengadilan Negeri Barru sesuai
dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan Mahkamah
Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum
terhadap putusan bebas perkara perkosaan sudah memenuhi ketentuan Pasal
253 KUHAP yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

Untuk men;j o I, mengenai Sitematika

penelitian huku : m penelitian hukum, maka
penulis menyi . Adapun sistematika ini
terdiri dari 4 sub-sub bagian yang
dimaksudkan un k me n terh§ keseluruhan hasil penelitian

ini. Adapun sistemati 1ang adala agai berikut:
BABI: PENDAHULU

penelitian dan sistematika penelitian hukum.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab Il ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan

kerangka pemikiran. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum
tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang putusan pengadilan,
tinjauan umum tentang pembuktian, dan tinjauan umum tentang
tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam kerangka pemikiran
penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran yang
menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan

penelitian.
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BAB Il : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Pada bab 111 ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang
telah ditentukan sebelumnya, yaitu apakah pengajuan kasasi penuntut
umum terhadap putusan bebas perkara perkosaan dengan alasan
adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian dan cara mengadili

oleh Pengadilan NegerigBarru sesuai dengan ketentuan Pasal 253

Mahkamah Agung dalam

i.penuntut umum terhadap

BAB IV :
yang diperoleh dari

eliti, serta saran-saran

DAFTAR PUSTAK
LAMPIRAN



